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xABSTRAK
Nama : Nurhalim
Nim : 10500110078
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Aspek-aspek Kriminologis Dalam Impor Barang (Analisis
Kasus-kasus DI EMS Dan  MPC Makassar 90400)
Skripsi ini membahas tentang perkembangan pada era globalisasi yang hampir
sulit untuk menentukan Negara yang benar-benar dapat mandiri dan dapat memenuhi
kebutuhan dan hasil produksi negaranya sendiri. Kenyatan ini membuktikan bahwa
betapa pentingnya perdagangan internasioanl demi kepentingan pemasukan dan
menajaga sikap profesionalisme agar tidak terjadi proses kejahatan dalam impor
barang
Adapun sejak berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang
kepabeanan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dalam undang-udang nomor 17
tahun 2006 tentang kepabeanan, sehingga para pelaku atau masyarakat dapat  melihat
rumusan yang diberlakukan oleh pihak yang berwajib. Namun masih banyak dari
beberapa pihak –pihak  melakukan sendiri tindak pidana yang mengakibatkan
kerugiaan Negara akibat dari permasalahan yang dilakukannya merupakan perbuatan
melanggar hukum.
Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif.
Dalam hal ini penelitian mencoba mengamati tugas –tugas dan pelaksanaan dari
pihak PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400. Metode pengumplan data yang
digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode
analisis data data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni
menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikanya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Pos Indonesia  MPC Makassar
90400 dalam pelaksanaan impor barang masih saja melakukan prilaku menyimpang
dari ketentuan undang-undang  kepabeanan yang dimana mengatur secara jelas dan
procedural. Untuk itu mencegah terjadinya proses kriminal barang impor atau tindak
pidana penyelundunpan kiraanya melakukan keasadaraan masyarakat , sosialisasi,
seminr dalam peraturan perundang-undangan. Perlunya kerjasama dan keterpaduan
seluruh penegak hukum dan masyarakat, agar generasi masa depan menjadi generasi
yang taat akan hukum.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era globalisasi ini, sulit untuk menentukan suatu negara yang benar-
benar dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dan hasil produksi Negaranya
sendiri. Langsung atau tidak langsung membutuhkan dan melakukan pertukaran
barang dan jasa degan negara lain.
Kenyataan ini membuktikan betapa pentingnya perdagangan internasional
pada saat ini dan pada saat mendatang demi kepentingan pemasukan devisa Negara
untuk menunjang pembangunan nasional suatu Negara. Hal tersebut dapat dicapai
jika hasil produksi dalam negeri memiliki daya saing global.
Upaya meningkatkan produksi dalam negeri yang berdaya asing global,
diperlukan interaksi dan konstruktif diantara tiga dominan, yaitu pemerintah, sector
pengusaha (swasta) dan masyarakat. Dari ketiga dominan tersebut, tampaknya
pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan produk
import  Negara  melalui fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sector dunia
usaha dan masyrakat, namun demikian dunia usaha juga tidak kalah pentingnya.
Pelaksanan pembangunan nasional selama ini telah menghasilkan
pengembangan pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian,
2termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelengaraan kegiatan perdagangan
internasioanal.
Seperti halnya Negara-negara lain, sebagai Negara yang sedang berkembang
dan Negara kepulauan terkadang mengalami sautu gangguan dan hambatan bagi
kelancaran pendapatan Negara, karena terjadinya kejahatan dalam berbagai tertentu
yang menyangkut tentang barang dan jasa. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat
jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang Negara yang tidak
terpengut akibat dari kejahatan dalam import barang tersebut. Selain itu penerimaan
barang import EMS (Expres Mail Cervis) merupakan bahaya laten karena banyak
terjadi kasus-kasus kejahatan yang mengancam ekonomi Negara sekaligus terhadap
kelangsungan suatu Negara. Tetapi satu hal yang tetap harus diingat, bahwa
segalanya terletak pada manusianya, apakah ia sanggup secara fisik, pengatahuan dan
mental mengelola segala yang serba hebat itu. Kesanggupan mengelola sumber
dayanya.
Meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan eksistensifikasi terhadap
barang-barang penerimaan Negara lain, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai
degan kentuan yang berlaku, sehinga banyak modus penyelundupan terhadap
penyimpangan domain di Negara Indonesia khsusunya MPC (mail procecing center)1.
Seharusnya pemerintah tegas dalam menyikapi masalah penyelundupan barang ipmor
tersebut. Agar  tidak terjadinya pelangaran dalam ketentuan yang belaku.
1 Departemen Keuangan RI, Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), 2006.
3Masalah penyelundupan merupakan masalah latent bagi Indonesia karena
letak geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera, terdiri
atas ribuan pulau yang bertebaran dikawasan yang luasnya ribuan mil pula. Sehinga
akan menimbun devisa di dalam Negara  yang pada giliranya akan menambah
volume barang import dari Negara lain.
Kejahatan penyelundupan masih sering terjadi dimana-man oleh karenanya
harus diberants, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan
semakin merajalela. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah bentuk fisik yang
kebanyaka dilakukan lewat udara dan darat.
Sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan1, masyarkat menganggap bahwa rumusan
tindak piadana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 Undaang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa:
Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor
atau mengeskpor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini
dipidan karena melakukan penyelundupan. 2
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al A’raaf ayat 56:


2 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4


Terjemahannya:
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.3
Dalam ayat ini Allah swt.melarang jangan membuat kerusakan di
permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang,
merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan
dan sumber-sumber penghidupan, termasuk penggunaan Impor barang .Padahal bumi
tempat hidup ini sudah dijadikan Allah cukup baik.Mempunyai gunung-gunung,
lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu
dijadikan Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya, jangan sampai dirusak dan dibinasakan.Selain dari itu untuk manusia-
manusia yang mendiami bumi Allah ini, sengaja Allah menurunkan agama dan
diutusnya para nabi dan rasul-rasul supaya mereka mendapat petunjuk dan pedoman
dalam hidupnya, agar tercipta hidup yang aman dan damai. Dan terakhir diutus-Nya
Nabi Muhammad saw. sebagai rasul yang membawa ajaran Islam yang menjadi
rahmat bagi semesta alam. Bila manusia-manusia sudah baik, maka seluruhnya akan
menjadi baik, agama akan baik, negara akan baik, dan bangsa akan baik.Setiap orang
3 Departemen Agama, Al-Qur’an, 2010.
5yang suka berbuat baik, berarti orang itu sudah dekat kepada rahmat Allah.Anjuran
berbuat baik banyak sekali ditemui dalam Alquran.Berbuat baik kepada tetangga dan
kepada sesama manusia pada umumnya.
Dalam Pasal tersebut kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan
bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi
ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti
menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat
dikatogerikan sebagai tindak piadana penyelundupan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana
telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang
kepabeanan secara ekspilisit menyebutkan bahwa kewenangan direktorat jenderal
Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau
keluar daerah pabean secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan
pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjang
kewenangan atau bagian tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah
satu instansi pengawas perbatasan.
Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan mau tidak
mau harus diimbangi degan pengaturan secara terpadu di dalam bentuk hukum dana
perundang-undang maupun didalam pelaksanannya, dalam hal ini pihak yang
berwenang khsusunya dari pihak bead an cukai selaku instansi resmi pemerintah yang
6melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun luar
negeri terhadap barang ekspor dan import, terkhusus dalam  barang import. Karena
masih saja terjadi maslah atau kasus-kasus yang segnifikan.
Akan tetapi untuk mencapai hasil dalam penaggulangganya belumlah
dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan degan masih sering terjadi penyelundupan
barang import dibeberapa wilayah Indonesia kuhsus di Kota Makassar.
Begitu pula yang terjadi di Kota Makassar  Sulawesi Selatan, khsusnya di
MPC ( mail procecing center). Karena di MPC  Makassar merupakan salah satu
tempat yang menjadi modus terjadinya penyelundupan, akibat arus keluar masuknya
barang dari Negara lain.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat sebuah
judul mengenai. “ASPEK-ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM IMPOR
BARANG (ANALSIS KASUS-KASUS DI EMS DAN MPC MAKASSAR
(90400)”.
B. Fokus Penelitian
Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup
yang akan diteliti.Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan
penelitiannya mengenai upaya penaggulangan terhadap penyelundupan barang EMS
(Ekpres Mail Cervis ) di MPC (Mail procecing Center ) Makassar dan penyebab
7terjadinya penyelundupan barang EMS (Ekpres Mail Cervis) di MPC (Mail Procecing
Center).
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peraturan hukum dan perundang-undagan  tentang impor ?
2. Bagaimanakah bentuk dan jenis kejahatan dalam impor barang yang
dilakukan di PT POS INDONESIA MPC (Mail Procecing Center) Makassar
90400 ?
D. Defenisi Operasional
Masalah kriminologis dalam aspek penyelundupan barang impor yang
semakin marak dilakukan akibat tidak memahaminya proses prosedur yang dilakukan
terkhusus pada setiap Negara yang memasuki daerah pabean. Apabila kasus-kasus
seperti ini tidak ditindak lanjuti secara serius oleh pihak yang berwajib makan
masalah tersebut akan berhimbas kepada Negara. Masalah penyelundupan merupakan
masalah laten bagi Indonesia karena masih sering terjadi dimana-mana oleh karena
itu harus diberantas sedini mungkin.
E. Kajian Pustaka
1. Kriminologi
Secara harfiah kriminologis berasal dari kata “crimen” yang berarti
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengatahuan, maka
krimimologi dapat berarti berarti ilmu pengatahuan tentang kejahatan atau penjahat.
Beberapa serjana memberikan defenisi berbeda mengenai kriminologis, diantara :
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oengetahun yang bertujuan menyelidiki gejala kejehatan seluas- luasnya”.4
Melalui defenisi ini, Bonger lalu membagi krimonologi ini menjadi
kriminologi murni yang mencakup:
a. Antropologi kriminil ialah ilmu pengatahuan tentang manusia yang jahat
(somatis). Ilmu pengatahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang
orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda- tanda seperti apa ? Apakah ada
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
b. Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala
masyarakat. Pokok persoalannya yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah
sampai dimana letak sebab- sebab kejahatan dalam masyarakat.
c. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dai sudut
pandang jiwanya.
d. Psikopatologi dan neuropatologi ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau
urat syaraf.
e. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
Selanjutnya Bonger mengemukakan kriminologi terapan berupa:5
a. Higiene kriminil merupakan usaha yang betujuan untuk mencegah terjadinya
kejahatan.
b. Politik kriminil merupakan usaha menanggulangan kejahatan dimana suatu
kejahatan terlah terjadi.
c. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
Rusli Effendi merumuskan kriminologi yaitu:
Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah
mempelajari sebab- sebabnya sehingga seseorang melakukan kejahatan dan
apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena
keadaan orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan
masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologisnya maupun ekonomi.6
4 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 9.
5 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 10.
6 Effendy, Rusli, Delik Penyelundupan (Jakarta : Akademika Lembaga Kriminologi Unhas,
1988), h. 10.
9Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab
terjadinya kejahatan, baik kejahatan itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa
penjahat atau karena lingkunganya.
Menurut Wood mengemukakan defenisi mengenai krimonologis sebagai
berikut:
Kimonologis adalah meliputi keseluruhan pengatahuan yang diperoleh
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian degan perbuatan jahat
dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan
jahat dan penjahat.7
Edwin H. Sutherland merumuskan:
Kriminologis sebagai keseluruhan ilmu tentang pengetahuan yang bertalian
degan perbuatan jahat sebagai gejala social (the body of knowledge as a
social phenomenon). Kriminologis mencakup proses perbuatan hukum,
pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.8
Selanjutnya, kriminologis oleh Sutherland  dibagi menjadi tiga cabang ilmu
utama yaitu:
a. Sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum
dilarang dan diancaman degan sesuatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa
sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum.
b. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab
musahab dari kejahatan.
c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi
Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan degan usaha pengendalian
kejahatan baik tepresir maupun preventif.9
Paul mudigdo Mulyono  memberikan definisi bahwa “kriminologis sebagai
ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai masalah manusia”.10
7 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h.
12.
8 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 11.
9 I Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 11.
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Selanjutnya, Michael dan Adler memberikan definisi bahwa “kriminologis
sebagai ilmu pengatahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.11
Selanjutnya, Michael dan Adler berpendapat bahwa :
Kriminologis adalah keseluruhan keterangan mengenai pebuatan dan sifat
dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka  secara resmi
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para
anggota masyarakat.12
Menurut W,M.E Noach merumuskan bahwa:
Kriminologis sebagai ilmu pengatahuan tentang perbuatan jahat dan prilaku
tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam prilaku jahat dan
perbuatan tercela itu.13
Noach dan Great Van Heuvel, secara berturut –turut mengemukakan bahwa
pengertian krimonologis yang diberikan oleh sarjana barat, antara lain:14
a. Sellin merumuskan bahwa “kriminologis “sebgai ajaran yang rill, yaitu baik fisik
mapun psikis dari gejala perbuatan penjahat”
b. Saver mengartikan kriminologis sebagai ilmu pengatahuan tentang sifat dan
perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya, sasaran
penelitian krriminologis, pertama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup
seseorang (perbuatan dan pelaku, kedua kriminalitas dalam hidup dan berbangsa.
c. Constant, memandang kriminologis “sebagai ilmu pengatahuan empiric yang
bertujan menentukan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pebuatan jahat
dan penjahat (etiologi) untuk itu diperhatikan factor individual dan psikologis”.
d. Vriij, merumusakan kriminologis “sebagai ilmu pengatahuan yang mempelajari
perbuatan-perbuatan apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya mengenai
sebab dan akibat”.
10 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 12.
11 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 12.
12 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , h. 12.
13 Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi., h. 9.
14 Sahetapy, J.E. Parados Dalam Kriminologi ( Jakarta : Aksara Baru, 1982), h. 7-8.
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Pada bagian lain, pengertian kriminologis juga dikemukakan oleh
Moeljatno:
Krimimologis merupakan ilmu pengatahuan tentang kejahatan dan
kelakuan-kelakuan jelek dan tentang oramg-orang yang besangkut pada
kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Degan kejahatan dimaksud pula
pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-udang diancam degan
pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.15
Berdasarkan pengertian tersebut, ternyata kriminologis mengandung
pengertian yang sangat luas. Dikatakan demikian karena dalam mempelajari
kejahatan tidak terlepas dari berbagai pengaruh sudut pandang. Ada yang memandang
kiminologis dari sudut latar belakanganya timbul kejahatan, dan ada pula yang
memandang kriminologis dari sudut prilaku yang menyimpang dari norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat. Berangkat dari berbagai pengertian tersebut diatas.
Dapat disimpulkan bahwa pada dasanya kriminologis merupakan ilmu pengatahuan
yang mempelajari tentang kejahatan, factor-faktor pendorong terjadinya kejahatan
untuk memahami sebab musahab terjadinya kejahatan serta upaya apa yang dilakukan
untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.
2. Barang import
Berbagai pengertian impor dikemukakan seperti berikut:
Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri
ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku.16
15 Moeljatno. Asas- Asas Hukum Pidana ( Jakarta : Rineka Cipta, 1983). h. 6.
16 http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “impor adalah pemasukan barang
dan sebagainya dari luar Negeri1.17
Sedangkan menurut undang – undang No. 10 Tahun 1995 tentang
kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor adalah
merupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.
a. Pengertian Importir
“Importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan
cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan
memenuhi ketentuan yang berlaku.”
Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, “importer adalah
seseorang atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri ke suatu negara
untuk diperdagangkan”.
Dengan kata lain importer adalah seseorang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan memasukkkan barang dari luar negeri kedalam negeri untuk
diperdagangkan.
b. Dokumen – Dokumen impor
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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Dokumen – dokumen impor yang dibutuhkan dalam proses impor adalah
sebagai berikut:
1) Surat Kuasa
Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh importer yang berisikan
pemberian kuasa dari importer kepada EMKL dalam hal mengurus dan
menyelesaikan dokumen – dokumen impor di pelabuhan.
2) Invoice
Invoice adalah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang
dilengkapi data – data : jenis barang, berat, volume, kualitas, nama eksportir /
importer, nama kapal, Pelabuhan bongkar.
3) Packing List
Packing List adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus,
jenis barang dalam pembungkus, jumlah isi dalam bungkusan, berat, volume, dan
lain-lain sehingga memudahkan dalam pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Bea
Cukai ataupun pemeriksaan bila terjadi claim.
4) Bill of lading
Bill of lading adalah dokumen yang dibuat perusahaan pelayaran yang
merupakan surat berharga bagi pemilik barang, surat perjanjian antara pemilik barang
dengan pengangkut, dan sebagai bukti kepemilikan barang yang ditukar dengan D/O
di perusahaan pelayaran untuk mengeluarkan barang.
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5) Polis Insurance ( Polis Asuransi )
Polis Asuransi adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang
menerangkan bahwa barang yang diimpor telah diasuransikan.
6) Pemberitahuan Impor Barang
Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL
yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang
yang diimpor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran
bebas.
c. Instansi – instansi terkait dalam impor
Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu
berhubungan dengan instansi – instansi pemerintah maupun swasta.
Adapun instansi – instansi tersebut antara lain:
1) Perusahaan Pelayaran
Perusahaan Pelayaran adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada
usaha pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan
dengan mengoperasikan kapal – kapal yang dimilikinya.
2) EMKL
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EMKL adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas,
yang melakukan usahanya pada kegiatan pengurusan dokumen dan pekerjaan yang
menyangkut menerima / menyerahkan muatan yang diangkut melalui lautan, untuk
diserahkan kepada / diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik
barang.
3) Bank Devisa
Bank Devisa adalah instansi pemerintah maupun swasta yang bergerak
dalam jasa perbankan nasional dan internasional.
4) Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan
fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan arus lalu lintas
barang yang keluar masuk daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
5) PT. PELINDO
PT. Pelindo adalah suatu instansi dibawah pengawasan Menteri
Perhubungan yang berbentuk persero yang mengelola asset pelabuhan yang dapat
dimanfaatkan oleh pengguna jasa pelabuhan.Aset itu meliputi : kolam pelabuhan,
dermaga, gudang penempatan , dll.
6) Administrator Pelabuhan ( ADPEL )
Administrator Pelabuhan (ADPEL) adalah kepala organik dilingkungan
Departemen Perhubungan melaksanakan tugas pelabuhan dan mengkoordinasikan
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instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha milik negara untuk
kelancaran tugas kepelabuhan yang diusahakan badan usaha pelabuhan.
7) Perusahaan Asuransi
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan
jasa asuransi untuk mengasuransikan barang – barang yang dikirim baik impor
maupun ekspor.
8) Perusahaan Pengangkutan
Perusahaan Pengangkutan adalah perusahaan yang menawarkan jasa
dibidang angkutan darat.
9) Perusahaan Depo Kontainer
Perusahaan Depo Kontainer adalah perusahaan yang bergerak dibidang
penyediaan lapangan penumpukan dan container kosong.
d. Prosedur penyelesaian dokumen impor
Prosedur penyelesaian dokumen impor secara garis besar dimulai dengan
menerima dokumen – dokumen dari importer, menyerahkan original B/L dan
membayar kewajiban biaya untuk pengambilan D/O di Pelayaran guna mengeluarkan
barang.Mengisi PIB dengan data – data yang ada pada dokumen pelengkap pabean
secara lengkap dan benar,selanjutnya mencetak PIB rangkap 3 untuk pembayaran Bea
Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor di Bank, mentransfer data PIB secara on line
ke Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai melalui PDE.
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Selanjutnya membayar kewajiban biaya pelabuhan pada TPKS
menggunakan lembar warkatdana ke bank yang ditunjuk,menyerahkan PLAB ke
ADPEL sebagai pemberitahuan angkutan barang.Terakhir mengeluarkan barang dari
kawasan pabean ke peredaran bebas apabila telah memperoleh SPPB dan prosedur
dokumen lainnya telah memenuhi syarat.
e. Biaya – biaya yang timbul dalam kegiatan impor
1) Biaya Pabean. Biaya pabean meliputi Bea Masuk, Cukai dan PDRI.
2) Biaya Pelayaran. Biaya di pelayaran meliputi :
a) Biaya THC ( Terminal Handling Charge) yaitu biaya yang timbul atas
penanganan muatan dipelabuhan muat ( Port of Loading).
b) Biaya tebus D/O, Adm.D/O, dan Doc. Fee yaitu biaya yang dibebankan
oleh Pelayaran atas pengambilan D/O.
3) Biaya Pelabuhan
Biaya pelabuhan meliputi biaya penumpukan dan lift on full, yang besarnya
dapat dihitung
Masa I : Hari pertama sampai ke lima dihitung satu hari besarnya sesuai tarif
dasar.
Masa II : Hari keenam sampai kesepuluh dihitung lima hari besarnya dua kali
tarif dasar.
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4) Biaya Operasional
Biaya OPerasional adalah biaya – biaya yang dikeluarkan EMKL meliputi
biaya angkutan darat, biaya empty container, dan biaya non kwitansi yang tetap
dihitung dalam laporan keuangan.
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kejahatan impor barang di PT
POS INDOENSIA MPC (Mail Procecing Center) Makassar 90400.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis terjadinya kejahatan pengiriman baran
luar negeri di PT POS INDONESIA MPC (Mail Procecing Center) Makassar
90400.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Segi Praktis
a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang
berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal pengiriman barang
impor
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan perundang-undagan  dalam proses
pengiriman barang.
2. Segi Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi
pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  sebagai bahan pemikiran dan khasanah
kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu penelitian ini
dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan
penelitian yang sejenis.
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BAB II
TINJUAN TEORITIS
A. Peraturan Hukum Dan Perundang- Undangan Tentang Import Barang
Pemerintah menyiapkan dua regulasi untuk mengatasi defisit transaksi
berjalan yang terjadi sepanjang tahun ini. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh
besarnya total impor dibanding ekspor.
Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dua Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) yakni tentang Pengenaan PPh Pasal 22 Atas Impor Barang
Tertentu, dan Fasilitas Pembebasab dan Pengembalian Bea Masuk atas Impor untuk
Tujuan Ekspor (KITE). Selain itu dalam rangka mendorong ekspor, mengurangi
defisit neraca perdagangan, memperkuat daya saing perusahaan, dan meningkatkan
investasi terutama pada sektor-sektor industri yang melakukan kegiatan ekspor, perlu
diberikan stimulus fiskal dan optimalisasi otomasi pada
pelayanan/pengawasan/perizinan atas fasilittas pembebasan dan pengembalian bahan
baku yang diimpor untuk diproduksi dengan tujuan dieskpor atau yang lebih dikenal
dengan fasilitas KITE.
Pokok-pokok kebijakan yang mengalami perubahan adalah penambahan jenis
insentif fiskal. Perubahan kebijakan dibidang fiskal yaitu adanya fasilitas pembebasan
yang sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas bea masuk, saat ini ditambah dengan
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) tidak dipungut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan
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kemudahan dibidang perizinan dan pelayanan fasilitas KITE meliputi
penyederhanaan persyaratan dan penerapan otomasi pengajuan perizinan untuk
memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian, perluasan objek fasilitas yaitu
meliputi semua bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk proses
produksi dalam rangka ekspor sehingga dapat mengurangi biaya produksi
perusahaan.
Kemudian, penyederhanaan prosedur pelayanan impor dan ekspor di mana
dimungkinkan mengimpor barang KITE bersama-sama dengan barang impor non
KITE serta mengekspor barang KITE bersama-sama dengan barang ekspor
perusahaan KITE lainnya sehingga dapat diharapkan mengurangi biaya dan waktu
impor/ekspor.
Sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan1,18 masyarkat menganggap bahwa rumusan
tindak piadana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 Undaang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang
mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang
tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidan karena melakukan
penyelundupan.
18 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
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B. Bentuk Dan Jenis Kejahatan Dalam Import Barang Yang Dilakukan Di PT
Pos Indonesia MPC Makassar 90400
Salah satu aspek yang menunjang pembangunan nasional,diantaranya
kegiatan impor diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pengenaan
dan bea impor atas barang-barang.  Kepabeanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam daerah pabean ini
ditetapkan kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan
laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai2,
sehingga dalam kawasan pabean inilah berlangsungkegiatan yang merupakan bagian
dari ekspor-impor. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Pemerintah kemudian
menetapkan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya untuk
lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan
publik. Pada tahun 1995, lahirlah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.19
Adanya UU No. 10 Tahun 1995 ini dirasakan belum cukup memberikan kepastian
hukum dalam dunia usaha, seperti :
a. rumusan tindak pidana penyelundupan yang kurang tegas sehingga tidak
memenuhi rasa keadilan masyarakat;
19 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
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b. pengaturan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
dalam melakukan pengawasan pengangkutan barang tertentu yang
diusulkan oleh instansi terkait;
c. perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) mengikuti konvensi
internasional dan praktek kepabeanan internasional;
d. penghapusan lembaga banding; dan
e. pelaksanaan penerapan artikel 4 World Trade Organization (WTO)
Valuation Agreement, mengenai penggunaan metode komputasi.
Pesatnya perkembangan industri & perdagangan menimbulkan tuntutaan
pelaku industri agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia
usaha,khususnya Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai yang
berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan international harus mempunyai kerangka
hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan industri dalam rangka
memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
Kita sudah mempunyai kerangka hukum kepabeanan yaitu UU No.10/1995
diperbaharui dengan UU No.17 tahun 2006 dan Beberapa Peraturan Menteri
Keuangan, yang kemudian tata laksananya pelaksanaanya diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal, tetapi dalam pelaksanaan dan penerapannya tetap saja ada kendala
sehingga menghambat percepatan arus keluar barang .
Dalam importasi, khususnya impor untuk dipakai, dikenal dua penetapan
jalur pengeluaran barang yaitu Jalur Hijau dan Jalur Merah, sebagaimana tertuang
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pada pasal 17 Kep Dirjen BC No.07/2003 tgl 31 Januari 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanan Tatalaksana Impor yang diperbaharui dengan Kep Dirjen BC No.68 /2003
tgl 31 Maret 2003.
Pada Pasal 52 ayat 1 Keputusan DJBC tersebut, dikatakan bahwa
“Kepastian Jangka Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk dipakai :
a. Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur pengeluaran barang
impor untuk dipakai dalam waktu paling lama 4 jam kerja sejak
penerimaan PIB.
b. Dalam hal ditetapkan Jalur Merah,pelaksanaan pemeriksaan harus sudah
dimulai dalam waktu paling lama 12 jam kerja sejak penetapan jalur,
dan SPPB harus diterbitkanpaling lama dalam waktu 24 jam kerja sejak
LHP diterima,dalam hal jumlah dan jenis barang yang diberitahukan
kedapatan sesuai serta nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima
sebagai nilai pabean.
c. Penetapan Klasifikasi barang, pembebanan dan nilai pabean harus
dilakukan paling lama dalam waktu 29 hari terhitung sejak pendaftaran
PIB
Praktek dilapangan yang terjadi untuk penetapan Jalur Merah, sering tidak
sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
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Untuk kita dapat menemukan pemeriksanya saja, kadang lama dan baru sehari
kemudian didapat nama pemeriksa, lalu dibuatkan LHP untuk kemudian direkam dan
diverifikasi lagi oleh Pejabat BC, dan kadang 2 hari baru selesai dan terbit SPPB,
kalau nasib baik. Tetapi jika tidak, yang ada akan keluar Notul karena nilai pabean
atau klasifikasi barang. Apakah ini bukan suatu penafsiran yang keliru pada point B
peraturan tersebut?
Apakah tepat, jika dikatakan kalau keberatan atas Notul, sesuai pasal 93 UU
Pabean, silahkan ajukan keberatan dengan menyerahkan jaminan? Bukankan ini akan
memakan waktu 1 atau 2 hari dalam membuat Bank Garansi, jika kita mengajukan
keberatan?
Melihat pasal 52 point B ayat tersebut diatas jelas sesuai dengan maksud
UU Kepabeanan untuk mempercepat arus barang keluar dalam format memberikan
pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah, maka
setelah hasil pemeriksaan didapatkan sesuai jumlah barang dengan yang
diberitahukan, sudah seharusnya segera terbit SPPB.
Apabila memang, ada ketidaksesuaian nilai pabean dan pembebanan, sesuai
dengan pasal tersebut pada point C, barulah dapat dikeluarkan SPKPBM..
Bukankah Notul akhirnya menjadi penghambat yang menyebabkan biaya ekonomi
tinggi, karena argo gudang berjalan ?
Notul dapat diberikan untuk jalur merah jika kedapatan jumlah dan jenis
barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan, tetapi untuk klasifikasi barang dan
nilai pabean, kita harus mengacu kepada point C ayat tersebut diatas.
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Inilah yang perlu diklarifikasi tentang membaca peraturan kepabeanan,
untuk menuju suatu kepastian bagi dunia usaha. Kelemahan legal drafting dalam
pembuatan peraturan menjadikan peraturan tersebut menjadi tidak sistimatis dan tidak
jelas dalam penerapannya. Sudah seharusnya BC lebih meningkatkan lagi
sumberdaya manusianya, dalam pemahaman membaca peraturan.
Peraturan Dirjen BC tersebut dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan tatalaksana
impor, tentunya dilandasi semangat UU kepabeanan No.17/2006 yang merupakan
supremasi hukum diatasnya, yaitu guna memberikan pelayanan dan pengawasan
yang lebih cepat,lebih baik dan lebih murah.
Penyelundupan kendaraan curian munggunakan modus yang bermacam-
macam mereka menggunakan identitas palsu dengan memakai identitas mobil
rongsokan seperti menganti : nomor individual mobil atau nomor identifikasi
kendaraan kemudin mengganti plat jenis nomor mesin juga turut diganti supaya
tampak asli. Setelah semuanya di rubah pengiriman mobil ke luar dengan berbagai
macam cara, seperti disembunyikan didalam tumpukan baju, di dalam truk dan di
dalam peti kemas. Rute yang dituju yaitu tergantung pasar yang meminta barang
kendaraan tersebut karena penyeludupan kendaraan curian itu keuntungan nya sangat
besar dan di pasaran juga laku karena harganya lebih murah dari harga aslinya dan
kendaraan tersebut bebas dari pajak. Penjualan kendaraan selundupan merupakan
seperti :
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a. Pasar gelap atau black market
Pasar Gelap/ Black Market (kadang-kadang dikenal sebagai ekonomi bawah
tanah atau hitam) adalah perdagangan barang dan jasa yang bukan merupakan bagian
resmi dari ekonomi suatu negara, barang- barang dari suatu negara diselundupkan
masuk ke negara lain sehingga pajak tidak dibayar, atau kegiatan illegal.
Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap"
dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan
hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempatnegara pada
produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan
permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara
makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar
gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Istilah
pasar gelap dalam bahasa inggris dikenal dengan illicit trade (dulu illegal trade,
sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai)20.
Harga kendaraan yang di jual di pasar gelap bisa dikurangi dengan
menghilangkan pembatasan legal yang relevan, demikian penawaran bertambah.
Orang-orang yang menganjurkannya di dunia sekuler mungkin percaya bahwa
pemerintah harus mengakui kejahatan yang lebih sedikit agar memfokuskan usaha
pelaksanaan hukum pada bahaya pada masyarakat. Bagaimanapun, ini bisa dilihat
oleh sejumlah orang sebagai persamaan kejahatan terlegalisasi agar mengurangi
jumlah kejahatan "resmi" dengan kata lain, kelonggaran bahwa dalam pandangan
20 Irawan,Andi Miyan, Underground Economy dan Pertembuhan Ekonomi. Wikipedia.2006
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mereka hanya membuat barang lebih jelek. Sebagai kemungkinan lain, pemerintah
busa mencoba mengurangi permintaan. bagaimanapun, secara ekonomis ini keluar
dari kebiasaan dan tak semudah proses sebagaimana menurunya penawaran.
b. Grey Market
Tidak seperti pasar gelap barang, abu-abu-pasar barang adalah legal.
Namun, mereka dijual di luar jalur distribusi normal oleh perusahaan-perusahaan
yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan produsen barang.Sering bentuk
impor paralel terjadi ketika harga barang secara signifikan lebih tinggi di satu negara
dari yang lain. Situasi ini biasanya terjadi dengan peralatan elektronik seperti kamera
. Pengusaha membeli produk mana tersedia dengan harga murah, sering di ritel tetapi
kadang-kadang di grosir, dan impor secara hukum kepada target market. Mereka
kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi untuk memberikan
keuntungan tetapi di bawah harga pasar normal.
International upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas , termasuk
mengurangi tarif dan harmonisasi standar nasional, memfasilitasi bentuk arbitrase
ketika produsen berusaha untuk menjaga harga yang sangat berbeda. karena sifat
pasar abu-abu, sulit atau tidak mungkin untuk melacak jumlah penjualan yang tepat
pasar abu-abu.
Ketika abu-abu-pasar produk diiklankan di Google , eBay atau situs web
lain yang sah, dimungkinkan untuk permohonan penghapusan dari setiap iklan yang
melanggar undang-undang merek dagang atau hak cipta. Hal ini dapat dilakukan
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secara langsung, tanpa keterlibatan profesional hukum. eBay , misalnya, akan
menghapus daftar produk seperti itu bahkan di negara-negara di mana mereka
membeli dan menggunakan tidak melanggar hukum.Produsen mungkin menolak
untuk memasok distributor dan pengecer (dan dengan produk komersial, konsumen)
bahwa perdagangan barang-pasar abu-abu. Mereka juga mungkin lebih luas
membatasi pasokan di pasar di mana harga rendah.
c. Underground Economy
Underground economy mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi baik legal
maupun illegal yang tidak dilaporkan. Secara sederhana, underground economy
mencakup semua aktifitas ekonomi yang secara umum dapat dipungut pajak ketika
dilaporkan kepada kantor perpajakan. Diantara aktifitas illegal tersebut mencakup
pasar illegal, dimana barang dan jasa diproduksi, di perjualbelikan dan dikonsumsi
secara illegal. Aktifitas ini dikategorikan illegal karena secara hukum memang tidak
dibenarkan (misalnya: peredaran obat terlarang atau aktifitas prostitusi). Sedangkan
aktifitas legal yang termasuk underground economy berupa barang dan jasa legal
yang diperjualbelikan dibawah kondisi illegal (misalnya: sektor konstruksi yang
mempekerjakan karyawan yang tidak berlisensi). Kelompok pertama (aktifitas illegal
yang masuk ranah underground economy) biasa dikenal sebagai black market,
sedangkan kelompok kedua (aktifitas legal yang masuk underground economy) biasa
dikenal sebagai grey market. Selain itu, transaksi-transaksi yang tidak terlapor seperti
illegal logging, illegal mining, aktifiitas penyelundupan kendaraan, banyaknya unit
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kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum juga indikasi terjadinya aktifitas
underground economy.
d. Dampak penyelundupan:
1. Menghambat pembangunan nasional dan merugikan Negara
2. Potensi pajak Negara hilang
3. Membuat malu bangsa karena ada warga yang bekerjasama dengan penjahat
dari luar negri      atau bisa dikatakan mengkhianati Negara
4. Penerimaan dan devisa negara berkurang.
Ada pun sistem dan prosedur Kepabeanan merupakan Barang-barang yang
dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia (impor), wajib memenuhi ketentuan
pabean dan subjek bagi pemeriksaan pabean (penelitian dokumen dan pemeriksaan
fisik). Kompleksitas sistem dan prosedur pemenuhan kewajiban pabean termasuk
pelaksanaan pemeriksaan pabean, dimasa lalu, telah menyebabkan terhambatnya
kelancaran arus barang dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sejalan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sistem
dan prosedur pemenuhan kewajiban pabean tersebut telah disempurnakan dan
disederhanakan sehingga dapat mengatasi terhambatnya kelancaran arus barang dan
menurutnya biaya dalam proses pengeluaran barang impor. Diantara karakteristik
yang menonjol dalam sistem dan prosedur yang secara efektif diberlakukan sejak
tanggal 1 April 1997 dan terakhir disempurnakan dengan KEP-15/BC/1999 jo.
KEP￢83/BC/1999 sebagai berikut :
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a. Penerapan konsep self assessment yang memberikan kepercayaan penuh
pada imporir untuk memberitahukan barang impor melalui dokumen
Pemberitahuan Impor Barang dan menghitung serta membayar sendiri bea
masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor;
b. Penggunaan teknologi komunikasi dan komputer dalam proses pengiriman
dokumen dan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang;
c. Prenotification yaitu prosedur yang memungkinkan importir untuk
memberitahukan impornya meskipun kapal yang mengangkut barang impor
yang bersangkutan belum tiba di pelabuhan;
d. Preentry classification yaitu penetapan tarif oleh pejabat bea cukai sebelum
dokumen Pemberitahuan Impor Barang diajukan atau sebelum kedatangan
kapal yang membawa impor yang bersangkutan;
e. Penyederhanaan tata cara penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang
dan penyederhanaan penelitian terhadap substansi yang diperlukan dalam
rangka pengeluaran barang;
f. Pemeriksaan selektif terhadap fisik barang berdasarkan konsep risk
management. Pemeriksaan fisik terhadap barang impor hanya dilakukann
terhadap importasi beresiko tinggi dan random sampling yang ditentukan
secara acak oleh komputer;
g. Penerapan harga transaksi, atau harga yang sebenarnya dibayar oleh pembeli
kepada penjual, sebagai harga yang digunakan sebagai dasar dalam
penghitungan bea masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor;
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A. Kerangka Konseptual
Aspek-aspke kriminologis dalam impor barang
(Analisis kasus-kasus di ems dan mpc Makassar 90400
Ketentuan Perundang –
undangan Tentang Impor
barang
1.UU nomor 10 tahun 1995
2. UU nomor 17 tahun 2006
Pelaksanaan Proses Import
Barang
1. Ada kriminal
2. Tidak ada kriminal
Terwujudnya ketentuan tentang dalam impor barang
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis dan Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan  jenis field research kualitatif, sedangkan
lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini PT Pos Indonesia
MPC Makassar (90400), pilihan lokasi penelitian tersebut  didasarkan pada
pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang dianggap mempunyai
data yang sesuai dengan objek yang diteliti.
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarnakan PT Pos Indonesia
MPC Makassar (90400) merupakan tempat kiriman barang luar negeri atau disebut
degan EMS (Ekpres Mail Service), karena banyak yang melakukan kriminal dalam
aspek tersebut sehingga menarik untuk diteli dalam pelaksanannya.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan normatif . Secara
yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan
impor barang. Secara normatif dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut
penerapan hukum.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian
yaitu PT Pos Indoensia MPC Makassar (90400). Sumber data primer ini adalah hasil
dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan
yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi
penelitian.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan
(Library Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpun data-data dan
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli
terkait dengan masalah yang dibahas untuk menjadi acauan teori dalam pembahasan
lebih lanjut.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka
digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut 21:
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang
terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini kepala kantor MPC
Makassar beserta para staff yang menyangkut penelitian barang impor .
b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.
21 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Cet V: Ed 1: Bumi Aksara 1995)
h.20
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5. Instrumen Penelitian
Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan
skripsi ini, penyusun menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan
Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai pihak yang terkait mengenai judul yang
penyusun angkat dalam skripsi ini.
6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Dalam penulisan  ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan kepala kantor PT Pos Indonesia MPC Makassar (90400)
untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara
deskriptif mengenai penerapan Asas Pengaturan Sistematis Mengenai Kekhususan
undang-undang kepabeanan.
7. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode
sebagai berikut:
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan,
mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang - undangan dan uraian umum.
b) Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan
perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan
ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
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c) Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang
- undangan.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT POS Indonesia PT. Pos Properti Indonesia
didirikan dengan Akte Notaris No. 35 oleh Notaris Deasi Witanti
Kusumaningtyas, SH, Sp N. pada tanggal 31 Desember 2013, adalah sebuah entitas
bisnis yang memiliki core business Properti dengan berbagai Bidang Usaha Jasa.
Sebagai anak Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero), diharapkan mampu menjadi
salah satu penggerak mesin pendapatan dan memiliki nilai tambah.
Dalam upaya memanfaatkan setiap business opportunity PT Pos Properti
Indonesia berkomitment untuk berperan serta dalam menumbuhkan pariwisata di
kota-kota di Indonesia yang memiliki potensi besar khususnya di sektor industri
perhotelan. Kunjungan wisatawan manca negara maupun domestik yang semakin
meningkat harus diiringi dengan ketersediaan layanan hotel dengan tarif yang
terjangkau oleh masyarakat kelas menengah namun tetap mampu memberikan
kualitas pelayanan yang optimal. Selain kebutuhan akan layanan hotel sebagai
fasilitas menginap, kebutuhan ruang pertemuan (meeting room) juga sangat tinggi
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seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis khususnya di kota-kota besar di seluruh
Indonesia1.
Selain melakukan ekspansi usaha di sektor perhotelan, PT. Pos Properti
Indonesia juga telah mempersiapkan diri untuk melakukan ekspansi di sektor bisnis
konstruksi dan properti lainnya yang saat ini masih menjadi primadona bisnis yang
profitable. Usaha ini diharapkan mampu mempercepat perkembangan usaha dalam
mengoptimalkan pemanfaatan serta memberikan nilai tambah terhadap asset/properti
milik Perseroan yang selama ini belum optimal dalam mendayagunakan, namun
justru menjadi beban perawatan dan operasional.
Melalui keberadaan dan usaha yang dijalankan oleh PT. Pos Properti
Indonesia, aset/properti tersebut dapat dijadikan sebagai profit generator sehingga
PT. Pos Properti Indonesia bisa memberikan kontribusi profit terbesar di lingkungan
PT. Pos Indonesia (Persero).
Logo, arti, visi dan misi
 Pos Properti merupakan tagline Properti sebagai milik (anak Perusahaan)
PT Pos Indonesia.
 Square ditengah menjadi simbol suatu konsep aset properti yang stabil dan
mandiri dalam tiga dimensional yang unity.
1 Data Dari PT Pos Indonesia Mail Prosecing Center Makassar, 28 Mei 2014
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 Warna Orange dengan gradasi mencerminkan identitas Pos dengan futuristik
desain yang mencerminkan modern, terbuka, dan adaftif.
Visi
“Menjadi Perusahaan Pengembang dan Pengelola Aset Properti yang Profesional,
Handal dan Mandiri”.
Misi
 Menyusun dan Menetapkan Strategi Jangka Panjang dalam mengoptimalkan
produktivitas aset properti.
 Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional.
 Menjaga Kualitas Layanan dan Operasi Pengelolaan Properti dengan
Prinsip Efektif dan Efisien guna mewujudkan Layanan dan Operasi Properti
yang Excellent.
 Menjaga dan Meningkatkan Tingkat Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa
Properti.
 Memberikan Keuntungan yang Maksimal Kepada pemilik aset.
PT. Pos Properti Indonesia telah mempersiapkan diri sebagai pelaku bisnis di
sektor properti dan konstruksidengan bidang usaha :
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1. Jasa Agen Properti, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran,
Taman Hiburan / Rekreasi dan Kawasan Berikat.
2. Jasa Pengelolaan dan Pengusaha Properti meliputi Jasa Pengelolaan Tanah
dan Bangunan, Jasa Pengembang, Jasa Konstruksi / Sipil Gedung, Jalan dan
bangunan lainnya, Mekanikal dan Elektrikal.
3. Jasa Konsultasi Manajemen Properti meliputi Manajemen Gedung
Perkantoran, Apartemen, Hotel, Mall, Rumah Sakit, Ruko dan lain-lain.
4. Jasa Penyewaan Ruangan dan MICE (Meeting, Incentive, Conference,.
Exhibition), penyewaan ruang perkantoran, dan ruang usaha perdagangan.
5. Jasa Rekayasa (Engineering) dan Konsultan Bidang Pekerjaan Umum / Sipil,
Arsitektur dan Design.
6. Jasa Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Properti.
7. Jasa Keselamatan Kerja, Keamanan dan Kebersihan meliputi Jasa Penyediaan
Personil Satuan Pengamanan (Satpam) serta Petugas Kebersihan (Cleaning
Service).
Jasa layanan PT Pos indonesia
Jasa Agen Properti, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran,
Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat
Jasa Agen Properti, memposisikan PT Pos Properti sebagai perantara / atau sebagai
brokerage untuk memfasilitasi pemilik asset dalam proses penjualannya.
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Jasa Pengelolaan dan Pengusaha Properti
Meliputi Jasa Pengelolaan Tanah dan Bangunan, Jasa Pengembang, Jasa
Konstruksi/Sipil Gedung, Jalan dan bangunan lainnya, Mekanikal dan Elektrikal.
Didukung dengan tenaga ahli di bidangnya PT Pos Properti mempunyai kompetensi
dalam melaksanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan juga sebagai pengembang
perumahan.
Jasa Konsultasi Manajemen Properti
Meliputi Manajemen Gedung Perkantoran, Apartemen, Hotel, Mall, Rumah Sakit,
Ruko dan lain-lain.
PT Pos Properti juga memberikan jasa layanan pengelolaan gedung sebagai Building
Management untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan office maupung meeting.
Jasa Penyewaan Ruangan dan MICE (Meeting, Intensive, Conference,
Exhibition), penyewaan ruang perkantoran, dan ruang usaha perdagangan
Untuk kegiatan meeting, seminar maupun workshop, PT Pos Properti memiliki
fasilitas ruangan yang representative di Graha Pos Indonesia , Jl. Banda No. 30
Bandung, untuk memudahkan para pelaku bisnis maupun pemerintahan dalam
melaksanakan event.
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Jasa Rekayasa (engineering) dan Konsultan Bidang Pekerjaan Umum/Sipil,
Arsitektur dan Design
Konsep “Design and Build” menjadi salah satu keunggulan PT Pos Properti, dimana
kami siap untuk memberikan solusi dan sekaligus sebagai konsultan.
Jasa Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Properti
Salah satu bidang keahlian yang dimiliki PT Pos Properti adalah kemampuan untuk
memberikan konsultasi bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Properti.
Jasa Keamanan dan Kebersihan
Meliputi Jasa Penyediaan Personil Satuan Pengamanan (Satpam) serta Petugas
Kebersihan (Cleaning Service).
Selain bidang properti, PT Pos Properti juga memiliki kemampuan untuk
memberikan layanan jasa keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan.
Maksud dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di
Perusahaan PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar
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Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan
adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun
kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaa.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan Perusahaan.
Board Of Directors
Ir. Sri Wikani
Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia
Mengawali karir di PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 1992, ditempatkan
pertama kali sebagai manajer di Kantorpos Padang. Pada tahun 1993, mulai berkarir
di bidang Bangunan dan Properti yang menangani gedung-gedung PT Pos Indonesia
(Persero) I seluruh Indonesia hal ini sejalan dengan kompetensinya sebagai lulusan
Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum melanjutkan karir
di PT Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia
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(Persero), posisi terakhir sebaga Vice President Procurement / VP Pengadaan.
Beberapa kursus dan pelatihan yang pernah diikuti guna menunjang karir antara lain
Suskapim III, Latpim I. Sertifikasi keahlian antara lain : Quality Assurance Bidang
Permukiman dan Gedung, Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Manajemen
Properti, Manajemen Persediaan, Pengendalian persediaan Sistem Distribusi, Teknik
Forecasting, Pelatihan Konservasi Energi Sektor Bangunan dan Legalitas Sertifikat
Hak Kepemilikan Atas Tanah Pasca Otonomi Daerah2.
Saat ini dipercaya untuk menjalankan roda perusahaan yaitu PT Pos Properti
Indonesia sebagai Direktur Utama. Hal ini sejalan dengan kompetensi yang dimiliki
di bidang Teknik Sipil yang memang sejalan dengan arah bisnis pengembangan
Properti.
Board of Commisioner
Dr. Setyo Riyanto, SE, MM
Komisaris PT. Pos Properti Indonesia
Saat ini menjabat sebagai Direktur Ritel dan Properti PT Pos Indonesia
(Persero). Pertama berkarir di PT Pos Indonesia (Persero) diawali pada tahun 1985,
setelah menyelesaikan pendidikan kedinasan Pedidikan Tinggi Pos, yang
diselenggarakan oleh Perum Pos dan Giro. Selepas pendidikan, mulai aktif bekerja
dengan ditempatkannya pertama kali di Kantorpos Pekanbaru.
2 Data PT Pos Indonesia Mail Prosecing Center Makassar, 28 Mei 2014
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Pada kesempatan berikutnya beliau melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan
Lanjutan yang juga diselenggarakan oleh Perusahaan yang bekerjasama dengan
Universitas Terbuka.
Pada tahun 1993 menyelesaikan studi Magister Manajemen di Universitas
Gajah Mada di Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan pendidikan Program Doktoral di
Universitas Padjajaran pada tahun 2002.
Selama berkarir di PT Pos Indonesia (Persero) beberapa jabatan penting yang
pernah dijabat antara lain sebagai Kepala Proyek Optimalisasi Pusat Pelatihan,
Kepala Bidang Pelatihan dan Bina Program, Direktur PT Primayasa Eduka, Ketua
Yayasan Pedidikan Poltekpos, Kepala Joint Operation Body Pos Logistik. Pada tahun
2009, dilantik sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Dengan
adanya perubahan organisasi pada tahun 2012, dilantik menjadi Direktur Ritel dan
Properti hingga saat ini.
Selain aktif di perusahaan, juga aktif mengabdikan diri di bidang pendidikan
sebagai dosen pasca sarjana maupun program doktoral di Universitas Padjajaran,
Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Trisakti, Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, juga mengajar di Sekolah Staff dan
Pimpinan Administrasi Tinggi POLRI.
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B. STRUKTUR ORGANISASI PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400
Ka MPC Makassr
Manejer
SDM
Manejer
Distributif
Manajer
Proses
Manajer Antaran Manajer
Audit dan
MItu
Staff Staff DCMakassar
DC
Jongaya
DC Daya StaffStaff
47
C. Peraturan hukum dan perundang-undangan  Tentang Impor.
Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan
salah satu malasah hukum yang actual dan setiap saat menjadi pembicaraan
dikalangan masyarakat luas. Tindak pidana penyelundupan barang impor mempunyai
konsekuensi yang sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,
sehingga apabila tidak dapat ditanggulangi akan menimbulkan dampak- dampak
negative dengan skala meluas. Tingginya intensitas tindak pidana penyelundupan
barang juga tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya3.
Sebelum mengemukakan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya
tindak pidana penyelundupan di kawasan PT Pos Indonesia MPC Makassar dan
bagaimana bentuk peraturan hukum dan perundang-undang yang menyangkut tentang
impor. Berikut disajikan hasil penelitian tentang surat edaran bersama direktir
jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).
Sebagaiman mestinya peraturan yang berlaku terhadap barang- barang yang di kirim
lewat PT Pos Indonesia seperti makanan, senjata tajam, alkohol, narkotika. Dan
menkanisme transaksi dari konsumen ke bagian loket ternyata bahwa kiriman yang
ditanyakan petugas loket terhadap isi kiriman tersebut berbeda dengan isi sebenarnya
kiriman tersebut. Dan ketika kiriman tersebut akan di kirim memelalui bandara.
Berikut disajikan hasil penelitian jumlah tindak pidana penyelundupan yang ditangani
3 Syarifuddin, Kepala Hanggar Bea dan Cukai MPC Makassar, Wawancara, 22 April 2014
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pihak BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan) yang terjadi di
PT Pos Indonesia MPC Makassar dalam kurun waktu 2014.
Sejak berlakunya undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tenatng kepabeanan
sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006
tentang kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana
penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 undang-undang nomor 10 tahun 1995
tentang kepabeanan yang menyatakan bahwa4 :
“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana
karena melakukan peyelundupan”.
Pasal tersebut diatas kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa
pengertian  “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau
prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan
pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana penyelundapan barang impor.
“Undang-udang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah
diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang
kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan Direktorat jenderal
Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk
atau keluar daerah pabean.”
4 Data Dari Kantor Hanggar Bea dan Cukai MPC Makassar, 28 Mei 2014
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Secara implicit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu
dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian tidak
terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawasan
perbatasan.
Berdasarkan pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 Tahun
1995 tentang kepabeanan meliputi :
a. “Penyelundupan yang tanpa didukung dokumen impor/ekspor sama sekali yang
sering dalam istilah sehari-hari disebut “penyelundupan fisik”.
b. “Penyelundupan yang dilakukan dengan manipulasi dokumen impor, di mana
dalam kasus ini antara dokumen dengan fisik barang tidak sesuai atau dalam
istilah sehari-hari sering disebut sebagai “penyelundupan administrasi”
Dalam kenyataan yang terjadi dalam pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang
perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diperkirakan, jumlah kasus
penyelundupan dengan manipulasi dokumen jauh lebih tinggi dibandingkan
penyelundupan yang tanpa didukung dokumen sama sekali, ini dipengaruhi bahwa
banyaknya terjadi kasus di PT POS Indonesia yang memanipulasi dokumen.
Betapa sangat kompleksnya proses terjadi penyelundupan barang impor karena
akan mengakibatkan kerugikan Negara akibat terjadi tindak pidana pidana
penyelundupan dan ini merupakan hal yang sangat erat kaitannya di PT Pos
Indonesia. Masalah penyelundupan mau tidak mau harus diimbangi degan pengaturan
secara terpadu didalam bentuk hukum dan perundang-undangan maupun didalam
pelaksanannya, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak Bea dan
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Cukai selaku instansi resmi pemerintah yang berhak melakukan pemeriksaan dalam
pengangkutan barang Agar terhindarnya proses penyelundanpan.
Adapun peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2010 tentang impor
barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkutan, perlintasan batas
dan barang kiriman. Dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 13 ayat 3 pemeriksaan dan
pengeluaran barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana dan
penangkut, dan pelintas bahwa :
“Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut, dan
pelintas batas wajib dibertahukan kepada pejabat Bea dan Cukai”.
Dalam pasal tersebut agar kiranya mendapatkan persetujan dari pihak yang
berwenang yaitu Bea dan Cukai agar terhindar dari barang larang-larang atau
melebihi batas ketentuan pengiriman barang impor yang masuk diwilayah tersebut
atau pabean.
Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana atas pemeriksaan dan pengeluaran
barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana dalam pasal 13 ayat 3
tentang larangan bahwa :
“Berupa narkotika, psikotropika, precursor, obat-obatan, senjata api, senjata
angin, senjata tajam, amunisi bahan-bahan peledak benda, dan publikasi
pornografi”.
Walaupun dalam peraturan menteri keuangan  nomor 188/PMK.04/2010 yang
dikeluarkan tentang larang-larang yang masuk diwilyah pabean akan tetapi yang
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terjadi dilapangan masih saja terjadi aspek criminal yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang Bea dan Cukai.
D. Bentuk Dan Jenis Kejahatan Dalam Impor barang Yang Dilakukan di PT
POS Indonesia.
Bentuk dan jenis kejahatan dalam impor barang merupakan hal yang sangat
merugikan menghambat perekonomian dan banyak modus yang dilakukan hampir
dalam setiap perusahaan yang melakukan hal tersebut terkhusu pada PT POS
Indonesia. Kejahatan kriminal dalam tindak pidana penyelundupan barang “impor”
mempunyai konsekuensi sangat buruk karena akan mempengaruhi profesionalisme
dan akan beefek negative pada PT POS Indoneisa5.
Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Penyelundupan
Di Wilayah PT Pos Indonesia MPC Makassar
Tahun Lapor Selesai
2010
2011
2013
2014
-
-
-
2
-
-
-
2
5 Data Dari Hanggar Bea dan Cukai MPC Makassar, 28 Mei 2014
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Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan kurun waktu 2014 diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun
2014 terdapat 2 (dua) tindak pidana penyelundupan yang ditangani oleh pihak Badan
Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan. Kecuali antara tahun 2010-2013 idak
terdapat laporan tindak pidana penyelundupan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Reserse Badan Narkotika
Nasioanl Propinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ridwan (Wawancara 21 Mei 2014).
Menjelaskan bahwa ada penyelundupan dikalangan internal PT Pos Indonesia MPC
Makassar di karena bahwa penyelundup mengetahui kenerja dan peraturan yang
berlaku. Akan tetapi bahwa tindak pidana di internal PT Pos Indenesia MPC
Makassar 90400 baru terjadi di tahun ini. Data tersebut terdiri dari :
a. Data jumlah pelaku penyelundupan
Data jumlah pelaku tindak pidana penyelundupan mulai tahun 2014  di PT
Pos Indonesia MPC Makassar
Tabel 2
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Wilayah
PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400
Tahun Jumlah Kasus Pelaku
2014 1 5
Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan
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Berdasarkan tabel 2 diatas jumlah pelaku tindak pidana penyelundupan di PT Pos
Indonesia MPC Makassar tahun 2014 adalah 5 (lima) orang.
b. Data jenis kiriman barang penyelundupan
Tabel 3
Data Jenis Kiriman Barang Penyelundupan Tindak Pidana
Di Wilayah PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400
Tahun Jenis Jumlah
2014
Pil Extasi 930 Butir
Sabu- Sabu 2 Kg
Tentifive 12 Papan
Jumlah
Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah jenis kiriman barang tindak pidana penyelundupan
di wilayah PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400 di tahun 2014 adalah 3 (tiga)
jenis barang kiriman dengan berjumlah Pil Extasi 930 butir, sejumlah Sabu- Sabu 2
Kg dan Tentifive 12 papan.
c. Data umur pelaku tindak pidana penyelundupan
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Tabel 4
Data Umur Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Wilayah
PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400
Tahun Umur/Usia Status
2014
40 Tahun Pegawai MPC Makassar
35 Tahun Pengirim
28 Tahun Penerima
30 Tahun Distribotor
Jumlah 4 Orang
Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan
Dari table 4 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah tindak pidana di
kawasan PT Pos Indonesia MPC Makassar di tahun 2014 berjumlah 4 orang yang
terdiri dari:
1. Pelaku yang berumur 40 tahun adalah pegawai PT Pos Indonesia MPC
Makassar 90400.
2. Pelaku yang berumur 35 tahun adalah pengirim.
3. Pelaku yang berumur 28 tahun adalah penerima.
4. Pelaku yang berumur 30 tahun adalah distributor atas kiriman barang
tersebut.
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Dari uraian terlihat bahwa pelaku tindak pinada penyelundupan yang terkait di
PT Pos Indonesia MPC Makassar 90400 adalah pegawai PT Pos Indonesia MPC
Makassar yang berkantor di Area Operasi X Sulawesi. Hal tersebut diakibatkan
karena mereka rata- rata sudah berkeluarga dan membutuhkan biaya hidup yang
begitu tinggi6.
Sekiranya perlu diketahui bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan
masalah yang cukup menyita perhatian dan menjadi bahan pembicaraan di internal
PT Pos Indonesia MPC Makassar dan juga menjadi bahan pembicaraan dimana-
mana, sehingga mengenai factor- factor penyebabnya sangat banyak macamnya. Hal
tersebut adalah suatu fenomena social yang harus dihadapi masyarakat khususnya
internal PT Pos Indonesia, baik yang ada di pusat perkotaan maupun perdesaan.
Mengacu pada pengamatan dan wawancara dengan Dirjen Reserse Badan
Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ridwan (Wawancara 20
Mei 2014), bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penyelundupan di PT Pos Indonesia MPC Makassar, antara lain sebagai berikut :
1. Faktor tingkat pengetahuan tentang administrasi barang dan pengakutan
2. Fakor ekonomi
3. Faktor pendidikan
6 Data Dari Kantor Mail Prosecing Center Makassar, 29 Mei 2014
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Ketiga faktor tersebut diatas merupakan faktor- faktor yang pada umumnya
menjadi sebab marak terjadinya tindak pidana penyelundupan. Faktor yang sangat
menarik untuk diteliti dan dikaji dari sudut pandang kriminologi.
a. Faktor tingkat pengetahuan tentang administrasi barang dan pengangkutan
Sebagian besar para pelau tindak pidana penyelundupan yang terjaring oleh
pihak BNNP mempunyai cukup pengatuan bahwa barang yang diangkutnya harus
disertai atau dilengkapi dengan surat-surat dari petugas yang berwenang, akan tetapi
banyak juga pelaku yang memang oleh karena kebiassaan mengangkut barang tanpa
surat- surat resmi tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum.
b. Faktor ekonomi
Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan faktor ekonomi dengan masalah
tindak pidana penyelundupan, kiranya sangat menarik untuk diperhatikan bahwa
kondisi ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya berbagai macam
jenis tindak pidana seperti : perampokan, pencurian dan penipuan. Namun juga perlu
dicatat bahwa kondisi ekonomi hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor- faktor
yang cukup berpengaruh. Oleh karena akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh
seseoarang serta motivasi untuk mendapatkan kekayaan lebih atau paling minim
untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, meskipun perbuatan yang dilakukan itu
bertentangan dengan undang- undang.
c. Faktor pendidikan
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Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa kontribusi dunia
pendidikan sangat bessar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian seseorang.
Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya selain
dapat lebih kuat menghadapi problema social juga berpotensi besar untuk melakukan
kejahatan. Mengapa demikian, oleh karena semakin tinggi tingkat pengetahuan maka
terbukalah juga kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata
lain actor pendidikan juga berkolerasi terhadap terjadinya tindak pidana
penyelundupan. Peraturan- peraturan ketat administrasi di bidang bead an cukai yang
kadang- kadang membuat bingung import akhirnya membujuk orang yang ahli
dibidang tersebut dengan bentuk iming-iming berupa uang atau barang untuk dapat
melicinkan usaha yang bersangkutan.
Untuk seluruh pihak-pihak yang terkait dan abntuan masyarakat luas perlu
sekiranya untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana penyelundupan agar kelangsungan hidup bernegara berjalan
dengan baik. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan Negara oleh karena
Negara tidak dapat memperoleh pemasukan yang pada akhirnya diperlukan untuk
membiayai saran dan prasarana warga Negara itu sendiri.
Menurut Ronald Siahaan selaku Kepala MPC Makassar bahwa terjadikan
tindak pidan penyelundupan di PT Pos Indonesia MPC Makassar oleh oknom
pegawai kami, dan kejadian itu baru terdapat di PT Pos Indonesia. Barang kiriman
dalam bentuk narkotika disinyalir dari Negara Filipinha yang disalurkan ke kota
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Tanggerang dan diteruskan ke Makassar. Oleh karena aitu setelah dilakukan
investigasi bahwa kiriman tersbut sudah lama di didtribusi oleh pegawai kami, dan
baru ini diketahui7.
Upaya- Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan
Di PT Pos Indonesia MPC Makassar.
Dalam keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1967, pengertian
penyelundupan dirumuskan sebagai berikut :
“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan
dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor)
atau pemasukan barang atau uang dari uang negeri Indonesia (import).
Tindak pidana ini merupakan sebagian dari tindak pidana ekonomi sebagaimana
diatur dalam undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1955.
Pengelundupan merupakan tinak pidana yang sangat merugikan Negara dan
rakyat, mengganggu dan menghambat peerkembangan perekonomian pada khususnya
dan pembangunan nasional pada umumnya.
Setelah menganalisa berbagai kasus tindak pidana penyelundupan pada sub-
bab sebelumnya, maka perlu suatu perhatian khusus dari semua pihak yang terkait,
khususnya aparat penegak hukum yakni, polisi, jaksa, dan pengadilan serta jajaran
bead an cukai. Oleh karena dampak dari jenis tindak pidana ini sangat merugikan
pandapatan Negara yang vital bagi kelangsungan hidup bernegara.
7 Ronald Siahaan, Kepala Mail Prosecing Center Makassar, Wawancara, 29 Mei 2014
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Berikut dibawah ini upaca-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir
terjadinya tindak pidana penyelundupan :
1. Upaya Preemtif
Upaya preemtif dimaksudkan sebagai usaha untuk menanamkan kesadaran
awal bagi masyarakat luas akan dampak dari tindak pidana penyelundupan yang
apabila dibiarkan terus berlarut- larut dapat membuat pendapatan yang paling
penting/prioritas. Oleh karena pendapat tersebut pendapatan tersebut dapat
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Negara serta dapat juga
dipeergunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh
masyrakat, kisalnya : sekolah, jalan, dan lain- lain sebagianya.
2. Upaya Preventif
Upaya preventif diperlukan sebagai usaha untuk mengaddakan yang sifatnya
baik/positif akan kemungkinan terjadinya ketidaktertiban dan ketidakamanan.
Tindakan/upaya preventif ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak
kepolisian, bae dan cukai , kejaksaan, serta pengadilan terlebih pula masyarakat
umum.
Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum oleh aparat yang berwenang
dengan melibatkan warga masyarakat sebagai sasaran utama penyuluhan hukum
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dengan berbagia cara dan bentuk, misalnya melalui media, atau secara langsung
mengadakan ceramah atau diskusi kepada masyarakat yang berisikan tentang
hukum yang akana ditimpakan kepada seseorang yang tersangkut tindak pidana
penyelundupan.
b. Menambah sumber daya manusia (SDM) para aparat hukum (polisi,jaksa, dan
hakim). Oleh karena modus tindak pidana penyelundupan dari masa ke masa.
3. Upaya Represif (Penindakan)
Upaya ini dilakukana pada saat terjadinya tindak pidana penyelundupan, maka
yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib
yaitu kepolisan dan PPNS yang bernaung di bawah direktorat jendral bead an cukai.
Dalam melakukan upaya.tindak ini pihak kepolisan dan bea cukai lebih optimal
mengambil tindakan apabila terjadi kasus tindak pidana penyelundupan.
Mengingat masalah penyelundupan dan penanganannya hanya sebagai tugas
rutin blaka karena modus operanding berkembang terus semakin canggih, maka
pemberantasan penyelundupan harus diliat dalam jangkauan yang strategis dengan
tujuan pengamanan perekonomian Negara, khusus pendapatan Negara dan industry
dalam negeri.
Menurut Syarifuddin selaku Kepala Hanggar Bea Cukai MPC Makassar
90400 (wawancara 30 Mei 2014) mengatakan bahwa bentuk pengamanan
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perekonomian Negara sebagai antisipasi dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan beserta akbibatnya adalah sebagai berikut8 :
a. Kegiatan-kegiatan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan
harus dilaksanakan secara terpadu mulia dari perencanaan operasi
intelejen, pelaksanaan penyelidikan, penidikan, penuntutan dan
eksekusinya di bawah koordinasi dan pengendalian badan yang
berwenang.
b. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan bobot penyidikan dan penuntutan
perkara-perkara penyelundupan. Penuntutan yang lebih berat bagi pelaku
penyelundupan diharapkan akan merupakan salah satu faktor yang
menimbulkan daya tangkal terhadap penyelundupan.
c. Kegiatan untuk mengungkapkan secara lebih luas dan mendalam tentang
kaitan dan jaringan kegiatan penyelundupan dengan cara membongkar
jaringan-jaringan penyelundupan sampai ke akar-akarnya dan meringkus
pelakukanya sampai aktor intelektualnya.
d. Upaya khusus untuk mengamankan pendapatan Negara yang dirugikan
oleh perbuatan-perbuatan penyelundupan. Tindakan terhadap tindak
pidana penyelundupan tidak terbatas pada pelakunya ssaja, tetapi juga
pengamanan pendapatan Negara yang dirugikan oleh perbuatan
penyelundupan tersebut.
8 Muhammad Ridwan, Dirjen Reserse Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Makassar,
Wawancara, 30 Mei 2014
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e. Uppaya untuk mempercepat dan memperlancar penyelesaian perkara
penyelundupan dan penyelesaian barang-barang bukti sitaan dan
rampasan, sehingga mampu memantapkan pengamanan pembangunan dari
segi hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
hukum dan penegak huku.
Dengan berlandaskan upaya tersebut diatas diharapkan pemberantasan tindak pidana
penyelundupan dapat dilakukan secara efektif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka saya dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun faktor penyebab terjadinya penyelundupan barang impor di PT POS
Indonesia dikarnakan akibat tingkat pengatahuan tentang administrasi barang
pengangkutan, faktor ekonomi, faktor pendidikan sangat minim sehinga
maraknya terjadi kriminal penyelundupan barang terjadi di PT POS Indonesia.
Terkait degan unsur kepribadian dari pelaku tindak pidana penyelundupan
yang menyebabkan pelaku dapat degan mudah melakukan tindak pidana
penyelundupan apabila menghadapi situasi atau keadaan untuk mewujudkan
perbuatan melanggar hukum.
2. Bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana
penyelundupan barang impor di PT POS Indonesia, yaitu upaya preemitif
(pembentukan kesadaran pekerja atau masyrakat akan bahaya tindak pidana
penyelundupan barang impor bagi sector pendapatan), upaya preventif
(sosialisasi peraturan perundang-undangan), dan uapaya represif dalam bentuk
upaya penindakan bagi pelaku tindak pidana penyelundupan yang merugikan
pihak-pihak tertentu akibat proses kriminal yang terjadi di PT POS Indonesia,
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sehingga kejahatan tersebut dapat ditangulangi dan dicegas agar budaya
profesionalisme dikedepankan.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil bahwa dalam penerapan undang-
undang kepabeanan  terkhusus degan impor barang yang terjadi di PT POS Indonesia
berjalan tidak efektif.
Beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan atas lahirnya undang-undang
kepabeanan hanya terdapat pada minimnya pengatahuan atau sosialisasi terhadap
aspek kriminal atau proses tindak pidana penyelundapan barang impor. Agar tidak
semakin meningkat baik dari segi kaulitas maupun kauntitasnya.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah efektifnya undang-undang kepabeanan
di PT POS Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana,
sedangkan implikasi praktisinya adalah hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan dan tambahan ilmu pengatahuan, wawasan bagi saya atau para pihak yang
terkait dan untuk penelitian lebih lanjut.
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